
GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 3/ TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH BERDASARKAN
REALISASI PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2018 DAN BULAN JANUARI

SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2019

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Qanun Aceh
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak Aceh kepada
Kabupaten/Kota, perlu melakukan Pembagian Dana Bagi Hasil
yang berasal dari penerimaan Pajak Rokok kepada Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh berdasarkan realisasi
penerimaan Bulan Desember 2018 dan Bulan Januari sampai
dengan Bulan Maret 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Aceh Berdasarkan
Realisasi Penerimaan Bulan Desember 2018 dan Bulan Januari
sampai dengan Bulan Maret 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4633);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Keuangan Aceh (Lembaran Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe
Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);

10. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh
(Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Aceh Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh (Lembaran Aceh Tahun
2017 Nomor 11,Tambahan Lembaran Aceh Nomor 95);

11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Bagi Hasil Pajak
Aceh kepada Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2012
Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 41);

12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penagihan Pajak
Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 90);

13. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Aceh Tahun
2018 Nomor 9);

14. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 44
Tahun 2008 tentang Penetapan Indikator Bagi Hasil Pajak Aceh
kepada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 45);

15. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2017 tentang
Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak
Rokok kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun
Anggaran 2018 (Berita DaerahAceh Tahun 2017 Nomor 76);

16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 97 Tahun 2018 tentang
Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak
Rokok kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Aceh Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 97);

17. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 133);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBAGIAN DAN
PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH
BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN DESEMBER 2018
DAN BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2019.
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Pasal 1

Jumlah Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok
yang menjadi bagian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Wilayah
Aceh berdasarkan realisasi penerimaan Bulan Desember 2018 dan
Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret 2019 adalah sebesar
Rp 76.480.743.002,00,- (tujuh puluh enam milyar empat ratus
delapan puluhjuta tujuh ratus empat puluh tiga ribu dua rupiah).

Rincian Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk masing-masing
Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui transfer dari rekening Kas
Umum Aceh ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota yang
bersangkutan.

Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah menerima transfer Dana
Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib
menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran Dana Bagi Hasil dan
Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Pemerintah Aceh
melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh sebagai bukti
penerimaan.

Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6
Peraturan Gubernur inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Aceh.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 2019
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Lit. GUBERNUR ACEH

NOVA IRIANSYAH
Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 2019

ÿÿPlt. SEKRETARIS DAERAH ACEH, 4

HELVIZAR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 39ÿ
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' LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR ACEH
nOMOR 21 TAHUN 2019
TENTANG PEMBAGLAN DAN PENYALURAN DANA
BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH
BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN
DESEMBER 2018 DAN BULAN JANUARI SAMPAI
DENGAN BULAN MARET 2019.

DAFTAR DANA BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
BERDASARKAN REALISASI PENERIMA BULAN DESEMBER 2018 DAN BULAN JANUARI

SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2019

No. KABUPATEN/KOTA
BAGI HASIL

DESEMBER 2018 JANUARI S/D MARET
2019 JUMLAH

1 2 3 4 5

1 BANDA ACEH 2.457.930.439,00 1.367.481.377,00 3.825.411.816,00

2 SABANG 324.202.591,00 180.371.665,00 504.574.256,00
3 ACEH BESAR 3.865.832.886,00 2.150.774.649,00 6.016.607.535,00
4 PIDIE 4.107.485.409,00 2.285.219.188,00 6.392.704.597,00
5 ACEH JAYA 844.901.535,00 470.065.017,00 1.314.966.552,00
6 BIREUEN 4.277.705.751,00 2.379.922.091,00 6.657.627.842,00
7 PIDIE JAYA 1.460.579.824,00 812.600.583,00 2.273.180.407,00
8 BENER MERIAH 1.348.899.543,00 750.466.724,00 2.099.366.267,00
9 LHOKSEUMAWE 1.882.095.262,00 1.047.112.717,00 2.929.207.979,00
10 ACEH UTARA 5.722.789.960,00 3.183.901.615,00 8.906.691.575,00
11 ACEH TIMUR 3.965.787.798,00 2.206.385.044,00 6.172.172.842,00
12 ACEH TENGAH 1.932.487.349,00 1.075.148.596,00 3.007.635.945,00
13 GAYO LUES 863.010.287,00 480.139.908,00 1.343.150.195,00
14 ACEH TENGGARA 1.971.597.625,00 1.096.907.786,00 3.068.505.411,00
15 LANGSA 1.627.859.181,00 905.667.255,00 2.533.526.436,00
16 ACEH TAMIANG 2.728.086.408,00 1.517.783.945,00 4.245.870.353,00
17 SUBULUSSALAM 743.288.100,00 413.531.896,00 1.156.819.996,00
18 ACEH SELATAN 2.204.321.125,00 1.226.384.620,00 3.430.705.745,00
19 ACEH SINGKIL 1.125.403.985,00 626.123.899,00 1.751.527.884,00
20 SIMEULUE 870.637.563,00 484.383.380,00 1.355.020.943,00
21 ACEH BARAT 1.908.467.699,00 1.061.785.149,00 2.970.252.848,00
22 NAGAN RAYA 1.525.676.834,00 848.817.617,00 2.374.494.451,00
23 ACEH BARAT DAYA 1.381.896.428,00 768.824.699,00 2.150.721.127,00

| JUMLAH 49.140.943.582,00 27.339.799.420,00 76.480.743.002,00
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' LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR ACEH

• NOlilOR 3J TAHUN 2019
TENTANG PEMBAGIAN DAN PENYALURAN DANA
BAGI HASIL PAJAK ROKOK KEPADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA DALAM WILAYAH ACEH
BERDASARKAN REALISASI PENERIMAAN BULAN
DESEMBER 2018 DAN BULAN JANUARI SAMPAI
DENGAN BULAN MARET 2019.

Surat Tanda Telah Terima Tranfer (ST4)

Telah terima dari
Sejumlah
Terbilang

Untuk Keperluan

Bendahara Umum Aceh

Rp. xxxxxxxxxxxxxxx

.rupiah

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota ......(4) sesuai
dengan Peraturan Gubemur Aceh Nomor : ......Tahun 2019 tanggal di bebankan
pada Pos Belanja Bantuan Keuangan DPA-PPKA Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun
Anggaran 2019

Bulan : <">
Kabupaten/Kota :

Dengan Rincian

JENIS ANGGARAN BELANJA JUMLAH Diterima Tanggal

DANA BAGI HASIL PAJAK

("*) Rp xxxxxxxxxxxx

Tgl

JUMLAH PENYALURAN Rp xxxxxxxxxxxx

Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Daerah sebagai berikut :

Nomor Rekening :

Nama Rekening : Kas Umum Daerah

Nama Bank : Bank Aceh Syariah Cabang

Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab/Kota.

Materai 6000

Nama

NIP

Keterangan :
( * > disesuaikan dengan nama daerah;
< "> disesuaikan dengan Realisasi Penerimaan;
< ,a) disesuaikan dengan Dana yang ditransfer;
xxxxxxx disesuaikan dengan jumlah yang diterima.

?lt. GUBERNUR ACEH1
NOVA IRIANSYAH
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